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BAB III 

LANDASAN TEORITIS TENTANG AKAD IJARAH 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Al-Ijarah 

1. Pengertian Al-ijarah 

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata  رجأ 

ريأ ج  - (ajara – ya‟jiru) yaitu upah yang diberikan sebagai 

konpensasi sebuah pekerjaan. Al-ajru berarti upah untuk 

sebuah pekerjaan.  Al-ajru makna dasarnya adalah 

pengganti, baik yang bersifat materi maupun inmateri.
1
 

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang arti menurut 

bahasanya al-iwadh, arti dalam bahasa indonesianya 

ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para 

ulama berbeda- beda dalam mendifinisikan ijarah, antara 

lain adalah sebagai berikut : 

 

 

                                                             
1
 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, ( Jakarta : Raja 

Geafindo Persada, 2016), Cet Ke-1, h. 101. 
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1. Menurut Hanafiyah, ijarah ialah  

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang 

diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa 

dengan imbalan”. 

2. Menurut Malikiyah, ijarah ialah : 

“ Nama bagi akad – akad untuk kemanfaatan yang 

bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat 

dipindahkan”. 

3. Menurut Syafi‟iyah, ijarah ialah : 

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung 

maksud tertentu dan mubah serta menerima 

pengganti atau kebolehan dengan pengganti 

tertentu”.
2
 

4. Menurut Hanabilah, ijarah ialah : 

“ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa 

sah dengan lafal ijarah dan kara’ dan 

semacamnya”.
3
 

                                                             
2
 Sohari Sahrani dan Ruf‟ah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor : 

Ghalia Indonesia, 2011), h. 168. 
3
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat,  (Jakarta : Amzah, 2010), 

h. 317. 
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5. Menurut Al-Syarbini mendefinisikan ijarah, 

sebagai berikut : 

“ Akad untuk menukar manfaat suatu barang 

dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut 

merupakan manfaat yang halal dan 

diperbolehkanoleh syara”. 

6. Menurut Ensiklopedi Fiqih mendefinisikan al-

ijarah sebagai berikut : 

“ Akad pertukaran terhadap manfaat suatu 

barang dengan harga atau barang tertentu”.
4
 

7. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh 

Umairah, ijarah ialah : 

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja 

untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan 

yang diketahui ketika itu”.
5
 

 

 

                                                             
4
 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer,  . . . , 101. 

5
 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 

114. 
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8. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah ialah : 

“ suatu jenis akad untuk mengambil manfaat 

dengan jalan penggantian”. 

9. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, ijarah ialah : 

“Akad yang objeknya adalah penukaran manfaat 

untuk masa tertentu, yaitu pemikiran dengan 

manfaat imbalan, sama dengan menjual manfaat”. 

10. Menurut Idris Ahmad, ijarah ialah : 

“Upah artinya mengambil manfaat tenaga orang 

lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat – 

syarat tertentu”.
6
 

11. Menurut Ali al-Khafif, ijarah ialah : 

“Transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat 

dengan imbalan”.
7
 

12. Menurut Amir Syarifuddin. Ijarah ialah : 

“ secara sederhana ijarah dapat diartikan dengan 

akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan 

                                                             
6
 Sohari Sahrani dan Ruf‟ah Abdullah, Fikih Muamalah, . . . , h. 168. 

7
 Abu Azam Al-Hadi, fikih Muamalah Kontemporer, ( Depok : Raja 

Grafindo Persada, 2017), h. 80. 
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imbalan tertentu”, bila yang menjadi objek 

transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda 

disebut al‟Ain, seperti sewa menyewa rumah untuk 

ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi 

manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut 

ijarah ad-Dzimah atau upah pengupahan, seperti 

upah mengetik skripsi, sekalipun objeknya berbeda 

keduanya dalam konteks Fiqh disebut al-ijarah.
8
 

Menurut MA, Tihami, al-ijarah ialah akad 

(perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan 

(mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu 

itu legal untuk mengambil manfaatnya, dengan 

memberikan pembayaran (sewa) tertentu. 

Menurut Rachmat Syafi‟i, ijarah secara bahasa adalah 

لمنفعة  ع ايب (menjual manfaat). Sewa menyewa kepada hak 

seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang 

bukan, miliknya, berdasarkan perjanjian tersebut memberi 

hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah 

                                                             
8
  Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed.) Fiqh Muamalat, ( Jakarta : 

Kencana, 2010), h. 277. 
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sepanjang dia membayar sewa kepadanya untuk 

melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar 

sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai 

syarat – syarat sewa menyewa.
9
 

Berdasarkan definisi – definisi di atas, dapat dipahami 

bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan adanya 

imbalan. Akad ijarah ada dua macam, yaitu ijarah  atau 

sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). 

Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat 

barang yang disewakan, sementara sewa tenaga atau jasa 

(pengupahan) adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang 

di sewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila 

memenuhi syarat ijarah sebagaimana yang sudah 

ditetapkan.
10

 

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun 

dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah 

yang telah disyaratkan dalam Islam. Karena akad ijarah 

                                                             
9
 Sohari Sahrani dan Ruf‟ah Abdullah, Fikih Muamalah, . . . , h. 168. 

10
  Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer,  . . . , 102. 
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adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fiqih 

tidak membolehkan menyewakan pohon untuk 

menghasilkan buah karena buah adalah barang, karena 

ijarah adalah menjual manfaat bukan menjual barang. 

Begitupula tidak boleh menyewakan kambing untuk 

diambil susunya, minyak saminnya, bulunya, atau 

anaknya, karena semuanya bagian dari barang sehingga 

tidak boleh dilakukan dengan akad ijarah,  juga 

menyewakan air sungai, sumur, kanal, atau sumber air, 

karena air adalah barang sehingga tidak boleh disewa. 

Serta menyewakan tempat belukar yang terdapat air 

untuk memelihara ikan, menanam tumbuhan, 

memancing, dan sebagianya. Karena semua itu adalah 

barangnya bukan untuk manfaatnya. 
11

  

2. Dasar Hukum ijarah  

Para ulama sepakat bahwa ijarah merupakan akad 

yang dibolehkan oleh syara’ kecuali beberapa ulama, 

seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Aliyah, Hasan 

                                                             
11

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid ke-5, ( Jakarta 

: Gema Insani, 2011), h. 388. 
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Al-Bashri, Al-Qasyani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak 

membolehkan ijarah, karena ijarah adalah jual beli 

manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, 

tidak bisa diserahterimakan. Akan tetapi, pendapat 

tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat 

walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada 

galibnya ia (manfaat) akan terwujud.
12

 

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah di syariatkan 

berdasarkan Al-Qur‟an, As-sunah dan ijma 

a. Al-Qur‟an  

  ۖ  فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فآَتُوىُنَّ أُجُورَىُنَّ 
Artinya: 

“ jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka 

berikanlah mereka upahnya”. (Q.S Thalaq :6)
13

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang jika mereka 

menyusui anak – anakmu sedang dalam keadaan ditalak 

ba‟in karena sudah habis masa iddahnya, maka mereka 

                                                             
12

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, . . . , h. 318. 
13

 Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya, ( Jakarta : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h 817. 
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boleh menyusui anak – anak dan boleh pula menolaknya. 

Jika mereka menyusui anaknya, maka mereka 

mendapatkan upahnya yang sepadan, dan mereka 

bersepakat untuk itu dengan para bapak atau wali – wali 

dari anak – anak. Di sini terdapat isyarat bahwa hak 

menyusui dan nafkah bagi anak – anak menjadi 

tanggungan para suami, sedangkan hak memegang dan 

mengasuh anak – anak ada pada istri. 
14

 

                  

              

Artinya : 

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 

bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 

kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang 

kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 

kuat lagi dapat dipercaya". ( Q.S Al- Qhashas : 26)
15

 

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang kedua putri Syu‟aib 

yang kagum kepada Musa as. Bermula ketika dia melihat 

                                                             
14

  Penerjemah Bahrun Abubakar, dkk., Tafsir Al-Maragi, ( 

Semarang: CV Toha Putra, 1992), h. 237. 
15

  Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya, . . . , h. 547. 
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kekuatan fisik dan wibawanya saat mengambil air untuk 

ternak mereka di tengah kerumunan orang banyak, dan 

ketika ia datang mengundangnya serta dalam perjalanan 

menuju pertemuan dengan orangtuanya. Konon Musa 

berjalan di depan dan meminta agar diberitahu arah. 

Salah seorang diantara putri – putrinya, yakni yang 

datang mengundangnya, berkata: “Wahai ayahku! 

Pekerjakanlah dia agar dia dapat menangani pekerjaan 

kita selama ini, yaitu menggembala ternak kita karena 

sesungguhnya dia adalah orang yang kuat dan terpercaya 

dan sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau 

pekerjakan untuk tugas apa pun adalah orang yang kuat 

fisik dan mentalnya lagi terpercaya. 
16

 

                 

                   

                                                             
16

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, ( Jakarta : Lentera Hati, 

2002). h. 579 – 580.  
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Artinya : 

“Berkatalah dia (Syu´aib): "Sesungguhnya aku 

bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang 

dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu 

bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu 

cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu 

kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak 

memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan 

mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S 

Al – qhashas : 27)
17

 

 

Ayat ini menjelaskan mengenai seorang wanita yang 

mendambakan suami, kedua sifat tersebut sangat 

diharapkan yaitu orang yang kuat dan dapat dipercaya. 

Maka tanpa segan sang ayah menyampaikan usul kepada 

Musa. Syu‟aib berkata kepada Musa : sesungguhnya aku 

bermaksud menikahkanmu, yakni mengawinkanmu, 

dengan salah seorang dari kedua anakku ini, yakni yang 

keduanya telah engkau lihat di tempat sumber air. 

                                                             
17

  Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya, . . . , h. 547.   
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Pernikahan itu atas dasar bahwa engkau bekerja padaku 

selama delapan kali haji, yakni delapan tahun, dan jika 

engkau cukupkan yang delapan tahun itu menjadi sepuluh 

tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu bukan 

kewajiban, dan kendati itu permintaan dan usulku, 

ketahuilah bahwa aku tidak hendak membebanimu dengan 

beban yang memberatkanmu, aku akan berusaha menjadi 

seorang yang selalu menepati janji. Engkau akan 

mendapatiku insya Allah termasuk orang – orang saleh 

memperlakukanmu sebaik mungkin sehingga keberadaan 

dan pekerjan yang akan engkau pikul selalu akan 

menyenangkanmu.
18

 

            

                  

                  
 

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 

lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

                                                             
18

  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta : Lentera Hati, 

2002). h. 581. 
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memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah : 233)
19

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya jika 

kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan 

kepada wanita – wanita yang bersedia menyusui, 

maka hal ini boleh dilakukan. Akan tetapi dengan 

harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka 

wanita yang menyusui anakmu itu, untuk menjaga 

kemaslahatan ayah – ayah mereka pula. Sebab jika 

wanita – wanita yang menyusui tidak memperoleh 

nafkah secukupnya dan tidak pula memperoleh hadiah 

sebagai perangsang dalam menjalankan tugas mereka, 

maka mereka akan mengabaikan perawatan bayi – 

bayi tersebut seperti tidak menyusui bayi tersebut 

tidak dengan baik, mengabaikan kebersihan mereka 

bahkan dalam semua urusan mereka. Dan jika wanita 

– wanita yang menyusui tadi disakiti hati mereka, 

                                                             
19

 Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya, . . . , h. 47.   
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maka air susu mereka akan berubah dan ini sangat 

membahayakan bayi – bayi tersebut. Dan tentu saja 

ayah – ayah dari bayi – bayi tersebut ikut menderita 

dengan keadaan bayi – bayi mereka yang kurang 

sehat.
20

 

b. Sunah  

 

 ى اللُ لَّ صَ  اللِ  لُ وْ سُ رَ  الَ : قَ  الَ ا قَ مَ هُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  رَ مَ عُ  نِ ابْ  نِ عَ 
فُّ عَرَقوُُ  )رواه ا  الَ  او طُ عْ  : أُ  مَ لَ سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  رُ أَجْرهَُ قَ بْلَ أَنْ يََِّّ جِي ْ

 بن ما جو (
 
“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw. 

Telah bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum 

keringatnya kering”.(HR. Ibnu Majah)
21

 

 

امَ أَجْرهَُ  )رواه البخارى ومسلم(إِحْتَخِمْ وَاعَْطِ الُْْجَّ  
“ Berbekamlah kamu, kemudian berkianlah olehmu 

upahnya kepada tukang bekam itu”. (HR Bukhari dan 

Muslim) 

                                                             
20

 Penerjemah Bahrun Abubakar, dkk., Tafsir Al-Maragi, ( Semarang 

: CV Toha Putra, 1992), h. 324 
21

 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram,Penerjemah: Moh. Ismail 

( Surabaya : Putra Alma‟arif, 1992), h. 476 
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 اللِ  ولُ سُ ى رَ هَ ن َ ف َ  عِ  رْ الزَّ  نَ  مِ افِ وَ ى السَّ لَ ا عَ بَِ  رضَ الَ  رِ كْ ا نُ نَ كُ 

قْ رَ وَ وْ ب اَ ىَ ذَ ا بِ نَ رَ مَ اَ وَ  كَ لِ ذَ  مْ لَ سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ   

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar 

dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang 

kami cara itu dan memerintahkan kami agar 

membayarnya dengan uang mas atau perak”. (HR Ahmad 

dan Abu Daud)
 22

 

3. Ijma  

Selain legalitas dari ayat Al-Qur‟an dan Hadist, ijarah 

diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma. 

Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah disepakati oleh 

ahli hukum Islam, dan terdapat ulama yang tidak 

memperbolehkannya seperti ulama yang telah di sebutkkan 

di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat 

membutuhkan akad ini.
23

 

                                                             
22

  Sohari Sahrani dan Ruf‟ah Abdullah, Fikih Muamalah, . . . , h. 

169. 
23

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, . . . , h. 320. 
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Ijarah juga dilaksanakan berdasarkan qiyas dengan jual 

beli, dimana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya 

saja dalam ijarah yang menjadi objek jual beli adalah 

manfaat barang. 

Pada prinsipnya dasar hukum Al-ijarah memberikan 

gambaran setiap muslim untuk melakukan hal yang 

terbaik dalam ijarah, baik dengan pengertian sewa 

maupun upah. Sewa berarti memberi kesempatan kepada 

pihak penyewa dan yang menyewakan, saling tanggung 

jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing – masing, 

demikian halnya memberi upah kepada pekerja 

seharusnya disesuaikan bersama dan jangan sampai 

merugikan kedua belah pihak. 

 

B. Sifat Ijarah dan Hukumnya  

1. Sifat Ijarah 

ijarah menurut Hanafiah adalah akad yang lazim, 

tetapi boleh di-fasakh apabila terdapat udzur. Sedangkan 

menurut jumhur ulama, ijarah adalah akad lazim  
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(mengikat), yang tidak bisa di-fasakh kecuali dengan 

sebab – sebab yang jelas, seperti aib (cacat), atau 

hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena ijarah 

adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Di 

samping itu, ijarah adalah akad mu’awadah, sehingga 

tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli. 

 Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, 

Hanafiah berpendapat bahwa ijarah batal karena 

meninggalnya salah seorang pelaku akad, yakni musta’jir 

dan mu’jir. Hal itu karena apabila akad ijarah masih tetap 

maka manfaat yang dimiliki oleh musta’jir atau uang 

sewa yang dimilik mu’jir berpindah kepada orang lain 

(ahli waris) yang tidak melakukan akad, dan hal ini tidak 

dibolehkan. Sedangkan menurut jumhur ulama yang 

terdiri atas Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah, ijarah 

tidak batal karena meninggalnya salah seorang pelaku 

akad, karena ijarah merupakan akad yang lazim 
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(mengikat) dan akad mu’awadah sehingga tidak bisa batal 

karena meninggalnya salah satu pihak. Seperti jual beli.
24

 

2. Hukum ijarah 

Akibat hukum dari ijarah yang shahih adalah tetapnya 

hak atas milik atas manfaat bagi musta’jir (penyewa), dan 

tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi mu’jir 

(yang menyewakan). Hal ini boleh karena akad ijarah 

adalah akad mua’wadhah, yang disebut dengan jual beli 

manfaat.
 25

 

 Adapun dalam ijarah fasidah, apabila musta’jir 

telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib 

membayar uang sewa yang berlaku (ujratul mitsli). 

Menurut Hanafiah, kewajiban membayar ujratul mitsli 

berlaku apabila rusaknya akad ijarah tersebut karena 

syarat yang fasid, bukan karena ketidak jelasan harga atau 

tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal ijarah 

fasid karena dua hal yang disebutkan terakhir ini, maka 

                                                             
24

  Rachmat Syafe‟I, Fiqih Muamalah, ( Bandung : CV Pustaka Setia, 

2001), h.131. 
25

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, . . . , h. 328. 



 66 

upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Zufar 

dan Syafi‟I, dalam ijarah fasidah, upah atau uang sewa 

harus dibayar penuh, seperti halnya dalam jual beli.
26

 

 

C. Rukun dan Syarat- Syarat Ijarah 

1. Rukun Ijarah 

Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu 

yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang 

bertransaksi. Lafal yang digunakan adalah lafal ijarah, 

isti’jar, iktira’, dan ikra. Adapun menurut jumhur 

ulama rukun ijarah ada empat, yaitu : 

a. Dua orang yang berakad, yaitu mu’jir (orang yang 

memberi upah atau yang menyewakan) dan 

musta’jir (orang yang menerima upah dan orang 

yang menyewa). 

b. Sighat (ijab dan qabul) 

c. Ujrah (Sewa atau imbalan) 

                                                             
26

 Rachmat Syafe‟I, Fiqih Muamalah, . . . , h.131. 
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d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang 

disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang 

bekerja.
27

 

a. Mu’jir dan musta’jir yaitu orang yang 

melakukan akad sewa menyewa atau upah 

mengupah. Mu’jir adalah yang memberikan 

upah dan yang menyewakan, musta’jir adalah 

yang menerima upah untuk melakukan sesuatu 

dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada 

mu’jir adalah baligh, berakal, cakap 

melakukan tasharruf (mengendalikan harta) 

dan saling meridhai. 

Bagi orang yang berakad ijarah juga 

disyaratkan mengetahui manfaat barang yang 

diadakan dengan sempurna sehingga dapat 

mencegah terjadinya perselisihan. 

b. Shighat ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir, 

ijab Kabul sewa menyewa dan upah 

                                                             
27

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, . . . , h. 321. 
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mengupah, ijab Kabul sewa menyewa 

misalnya : “Aku sewakan mobil ini kepadamu 

setiap hari Rp5.000.00,” maka musta’jir 

menjawab “aku terima sewa mobil tersebut 

dengan harga demikan setiap hari”. Sedangkan 

ijab Kabul upah mengupah misalnya seseorang 

berkata : “Kuserahkan kebun ini kepadamu 

untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 

5.000.00”, kemudian musta’jir menjawab 

“Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai 

dengan apa yang engkau ucapkan”. 

c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh 

kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa 

maupun dalam upah mengupah. 

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang 

dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan 

para barang yang disewakan dengan beberapa 

syarat berikut ini : 
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1) Hendaklah barang yang menjadi objek 

akad sewa menyewa dan upah 

mengupah dapat dimanfaatkan 

kegunaannya. 

2) Hendaklah benda yang menjadi objek 

sewa menyewa dan upah mengupah 

dapat di serahkan kepada penyewa dan 

pekerja berikut kegunaannya (khusus 

dalam sewa menyewa) 

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah 

perkara yang mubah (boleh) menurut 

syara‟ bukan hal yang dilarang 

(diharamkan). 

4) Benda yang disewakan disyaratkan 

kekal „ain (zat)nya hingga waktu yang 

ditentukan menurut perjanjian dalam 

akad.
28
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 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, . . . , h. 117 - 118. 
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Sedangkan Fatwa DSN MUI No:09/DSN-

MUI/IV/2000 menetapkan rukun ijarah, sebagai 

berikut : 

a. Sigah ijarah yaitu ijab qabul berupa pernyataan 

dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) 

baik secara verbal atau dalam bentuk lain. 

b. Pihak – pihak yang berakad, terdiri atas pemberi 

sewa/ pemberi jasa dan penyewa/ pengguna jasa. 

c. Objek akad ijarah, yaitu : 

1) Manfaat barang dan sewa 

2) Manfaat jasa dan upah. 
29

 

2. Syarat – syarat ijarah 

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat 

ijarah ini juga terdiri dari beberapa yaitu : 

a. Syarat terjadinya akad ( syarat in’iqad ) 

Syarat terjadinya akad ( syarat in’iqad ) 

berkaitan dengan aqid, akad dan objek akad. 

Syarat berkaitan dengan aqid adalah berakal 
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  Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, . . . , h. 105. 
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dan mumayyiz menurut Hanafiyah, dan baligh 

menurut Syafi‟iyah dan Hanabilah. Dengan 

demikian, akad ijarah tidak sah apabila 

pelakunya (mu’jir dan musta’jir) gila atau 

masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, 

tamyiz merupakan syarat dalam sewa 

menyewa dan jual beli, sedangkan baligh 

merupakan syarat untuk kelangsungan 

(nafadz). Dengan demikian, apabila anak yang 

mumayiz menyewakan dirinya ( sebagai tenaga 

kerja ) atau barang yang dimilikinya, maka 

hukum akadnya sah, tetapi untuk 

kelangsungannya menunggu izin walinya. 

b. Syarat kelangsungan akad (Nafadz) 

 Untuk kelangsungan (Nafadz) akad ijarah 

disyaratkan terpenuhinya hak milik atau 

wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (Aqid) 

tidak mempunyai hak kepemilikan atau 

kekuasaan (wilayah), seperti akad yang 
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dilakukan oleh fudhuli, maka akadnya tidak 

bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan 

Malikiyah status mauquf (ditangguhkan) 

menunggu persetujuan si pemberi upah. Akan 

tetapi, menurut Syafi‟iyah dan Hanabilah 

hukumnya batal, seperti halnya jual beli. 

c. Syarat sahnya ijarah 

Sahnya ijarah dapat dipenuhi dengan beberapa 

syarat yang berkaitan dengan aqid (pelaku), 

ma’qud alaih (objek), sewa atau upah (ujrah) 

dan akadnya sendiri. Syarat-syaratnya sebagai 

berikut, yaitu : 

1) Persetujuan kedua belah pihak, sama 

seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah 

firman Allah dalam surah An-Nisa (4) ayat 

29: 

               

             



 
 

 
 

73 

              

         

 
“Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka diantara kamu, 

dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”.
30

  

 Kata al-batil berasal dari kata al-

butlu dan al-butlan berarti kesia-siaan dan 

kerugian. Menurut syara adalah mengambil 

harta tanpa pengganti hakiki yang biasa, 

dan tanpa keridaan dari pemilik harta yang 

diambil itu, atau menafkahkan harta bukan 

pada jalan hakiki yang bermanfaat, maka 

termasuk ke dalam hal ini adalah lotre, 

                                                             
30

  Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya, . . . , h. 107 – 108. 
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penipuan di dalam jual beli, riba dan 

menafkahkan harta pada jalan yang 

diharamkan, serta pemborosan dengan 

mengeluarkan harta untuk hal-hal yang 

tidak dibenarkan oleh akal. 

Kata bainakum menunjukan bahwa 

harta yang haram biasanya menjadi 

pangkal persengketaan di dalam transaksi 

antara orang yang memakan dengan orang 

yang hartanya dimakan.  Dan janganlah 

kalian termasuk orang – orang tamak yang 

memakan harta orang lain tanpa ganti mata 

uang atau sesuatu yang manfaat. Tetapi 

makanlah harta itu dengan perniagaan yang 

pokok penghalalannya ialah saling 

meridhai. Itulah yang patut bagi orang 

yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan 

agama, apabila ingin termasuk ke dalam 
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golongan orang – orang yang banyak 

hartanya. 

Serta janganlah sebagian kalian 

membunuh sebagian yang lain. 

Diungkapkan demikian dimaksudkan 

sebagai mubalagah (penekanan) di dalam 

melarang, dan untuk menyadarkan bahwa 

umat itu saling membantu menjamin dan 

bersatu. Di dalam hadist dikatakan : 

 الموًمنون كا لنفس الواحدة
“kaum mu’min itu laksana satu 

diri”. Oleh karena membunuh orang lain 

itu mengakibatkan membunuh dirinya 

sendiri dengan qisas atau balas dendam, 

maka seakan – akan dia telah membunuh 

dirinya sendiri. Dengan melarang kalian 

dari memakan harta secara batil dan 

membunuh diri kalian sendiri, 
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sesungguhnya Allah Maha Penyayang 

terhadap kalian.
31 

2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, 

sehingga tidak menimbulkan perselisihan. 

Kejelasan tentang objek akad ijarah bisa 

dilakukan dengan menjelaskan: 

a) Objek manfaat 

b) Masa manfaat 

c) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan 

oleh tukang atau pekerja. 

3) Objek akad ijarah harus dapat dipenuhi, 

baik menurut hakiki maupun syariat. 

Dengan demikian, tidak sah menyewakan 

sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, 

seperti menyewakan kuda yang binal untuk 

dikendarai. 

4) Manfaat yang menjadi objek akad harus 

manfaat yang dibolehkan oleh syara. 
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  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, ( Jakarta : Lentera Hati, 

2002). h. 76. 
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5) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardu 

dan bukan kewajiban orang yang disewa 

(ajir) sebelum dilakukannya ijarah. Hal 

tersebut karena seseorang yang melakukan 

pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak 

berhak menerima upah atas pekerjaanya 

itu. Dengan demikian, tidak sah 

menyewakan tenaga untuk melakukan 

perbuatan – perbuatan yang sifatnya 

taqarrub dan taat kepada Allah, seperti 

shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan 

dan mengajarkan Al-Qur‟an, karena semua 

itu mengambil upah untuk pekerjaan 

fardhu dan wajib. 

6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil 

manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya 

sendiri. 
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7) Manfaat ma’qud alaih harus sesuai dengan 

tujuan dilakukannya akad ijarah, yang 

biasa berlaku umum. 

Adapun syarat-syarat yang berkaitan 

dengan upah (ujrah) adalah sebagai 

berikut: 

a. Upah harus berupa mal mutaqawwim 

yang diketahui. Syarat ini disepakati 

oleh para ulama. Syarat mal 

mutaqawwim diperlukan dalam ijarah, 

karena upah (ujrah) merupakan harga 

atas manfaat, sama seperti harga barang 

dalam jual beli. 

b. Upah atau sewa tidak boleh sama 

dengan jenis manfaat ma’qud alaih, 

apabila upah atau sewa sama dengan 

jenis manfaat barang yang disewa, 

maka ijarah tidak sah. 
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d. Syarat mengikatnya akad ijarah (syarah 

Luzum) 

Apabila akad ijarah itu mengikat, diperlukan 

dua syarat : 

1) Benda yang disewakan harus terhindar dari 

cacat („aib) yang menyebabkan 

terhalangnya pemanfaatan atas benda yang 

disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat 

(„aib) yang demikian sifatnya, maka orang 

yang menyewa (musta’jir) boleh memilih 

antara meneruskan ijarah dengan 

pengurangan uang sewa atau 

membatalkannya. 

2) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat 

membatalkan akad ijarah. Akan tetapi 

menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak 

batal karena adanya udzur, selama adanya 

objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama 

sekali. 
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Hanafiah membagi udzur yang 

menyebabkan fasakh kepada tiga bagian, 

yaitu sebagai berikut : 

a) Udzur dari sisi musta’jir (penyewa). 

Misalnya musta’jir pailit (muflis) atau 

pindah domisili. 

b) Udzur dari sisi mu’jir (orang yang 

menyewa). Misalnya mu’jir memiliki 

utang sangat banyak yang tidak ada 

jalan lain untuk membayarnya kecuali 

dengan menjual barang yang 

disewakan dan hasil penjualannya 

digunakan untuk melunasi utang 

tersebut. 

c) Udzur yang berkaitan dengan barang 

yang disewakan atau sesuatu yang 

disewa.
32
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Fatwa DSN MUI No:09/DSN-MUI/IV/2000 

menetapkan ketentuan syarat ijarah sebagai berikut : 

a) Objek ijarah adalah manfaat  dari penggunaan 

barang atau jasa. 

b) Manfaat barang atau jasa harus bisa di nilai dan 

dapat dilaksanakan dalam kontrak. 

c) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan 

(tidak diharamkan) 

d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan 

sesuai dengan syariah. 

e) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara 

spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan 

jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan 

sengketa. 

f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, 

termasuk jangka waktunya bisa juga dikenali 

dengan spesifikasi atau indentifikasi fisik. 

g) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan 

wajib dibayar oleh penyewa / pengguna jasa 
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kepada pemberi sewa/pemberi jasa sebagai 

pembayaran manfaat atau jasa. 

h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa 

(manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek 

kontrak. 

i) Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah 

dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat 

dan jarak.
33

 

 

D. Jenis – Jenis Ijarah dan Hukumnya 

Ijarah terdiri atas dua macam yaitu : 

1. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. 

Dalam ijarah bagian ini, objeknya adalah manfaat dari 

suatu benda. 

2. Ijarah atas pekerjaan, disebut upah mengupah. Dalam 

ijarah bagian ini, objek akadnya adalah amal atau 

pekerjaan seseorang. 
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1. Hukum ijarah atas manfaat (sewa menyewa) 

Akad sewa menyewa dibolehkan atas 

manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat 

tinggal, toko dan kios untuk berdagang, mobil 

untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan 

perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang 

diharamkan tidak boleh disewakan, karena 

barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak 

boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang 

diharamkan ini, seperti bangkai dan darah. 

a. Cara Menetapkan Hukum Akad Ijarah 

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, 

ketetapan hukum akad ijarah (sewa menyewa) 

berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi 

setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad 

yaitu manfaat. Hal itu karena manfaat dari 

suatu benda yang disewa tidak bisa dipenuhi 

sekaligus melainkan sedikit demi sedikit. Akan 

tetapi menurut Syafi‟iyah dan Hanabilah, 
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ketetapan hukum akad ijarah (sewa menyewa) 

itu berlaku secara kontan hingga masa sewa 

dianggap seolah-olah seperti benda yang 

tampak. 

Di antara perbedaan dari keduanya, maka 

timbul perbedaan antara mereka dalam 

masalah berikutnya, yaitu sebagai berikut : 

1) Hubungan antara uang sewa dengan akad 

Menurut Syafi‟iyah dan Hanabilah, 

uang sewa (ujrah) dapat dimiliki dengan 

semata-mata telah dilakukan akad, karena 

ijarah adalah akad mu’awadhah, yang 

apabila tidak dikaitkan dengan syarat, 

secara otomatis menimbulkan hak milik 

atas kedua imbalan (manfaat dan sewa)  

begitu selesai akad, seperti timbulnya hak 

milik dalam jual beli. 

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, uang 

sewa tidak bisa dimiliki hanya semata-
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mata dengan akad saja, melainkan 

diperoleh sedikit demi sedikit sesuai 

dengan manfaat yang diterima. 

2) Penyerahan barang yang disewakan setelah 

akad 

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, mu’jir 

(orang yang menyewakan) diwajibkan 

untuk menyerahkan barang yang 

disewakan kepada musta’jir (penyewa) 

setelah dilakukan akad, dan ia (mu’jir) 

tidak boleh menahannya dengan tujuan 

untuk memperoleh pembayaran uang sewa. 

3) Ijarah dikaitkan dengan masa yang akan 

datang 

Menurut Hanafiah, Malikiyah dan Hanbali, 

ijarah boleh disandarkan kepada masa 

yang akan datang. Misalnya : mu’jir 

berkata “ Saya sewakan rumah ini kepada 

anda selama satu tahun, di mulai bulan 
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januari 2008”. Hal tersebut di karenakan 

akad ijarah itu berlaku sedikit demi 

sedikit, sesuai dengan timbulnya ma’qud 

alaih yaitu manfaat. 

 Menurut Syafi‟iyah, ijarah tidak 

boleh disandarkan kepada masa yang akan 

datang. Hal ini karena ijarah merupakan 

jual beli atas manfaat yang dianggap ada 

pada waktu akad. Dengan demikian, objek 

akad yang berupa manfaat itu seolah-olah 

benda yang berdiri sendiri, dan 

menyandarkan jual beli kepada sesuatu 

yang belum ada hukumnya tidak sah. 

b. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan 

1) Sewa rumah, toko dan semacamnya 

Apabila seseorang menyewa rumah, toko, 

atau kios, maka ia boleh memanfaatkannya 

sesuai dengan kehendaknya, baik 

dimanfaatkan sendiri, atau untuk orang 
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lain, bahkan boleh disewakan lagi, atau 

dipinjamkan kepada orang lain.
34

 

2) Sewa tanah 

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan 

tanaman apa yang akan ditanam atau 

bangunan apa yang akan didirikan di 

atasnya. Jika tidak dijelaskan, ijarah 

dipandang rusak. 

3) Sewa Kendaraan 

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan 

atau kendaraan lainnya harus dijelaskan 

salah satu di antara kedua hal, yaitu waktu 

dan tempat. Juga harus dijelaskan barang 

yang akan dibawa atau benda yang akan 

diangkut. 

c. Perbaikan Barang Sewaan 

Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang 

disewakan rusak, seperti pintu yang rusak, atau 
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  Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, . . . , h. 329 – 332. 
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tembok yang roboh, dan lain-lainnya maka 

yang berkewajiban memperbaikinya adalah 

pemiliknya, bukan penyewa. Tetapi ia tidak 

boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak 

boleh dipaksakan untuk memperbaiki 

barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia 

memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab 

dianggap sukarela. 

d. Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa 

Diantaranya kewajiban penyewa setelah masa 

sewa habis adalah : 

1) Menyerahkan kunci jika yang disewa 

rumah. 

2) Jika yang disewa kendaraan, ia harus 

menyimpan kembali di tempat asalnya.
35

 

2. Hukum ijarah atas pekerjaan (upah-mengupah) 

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah 

suatu akad ijarah untuk melakukan suatu 
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  Rachmat Syafe‟I, Fiqih Muamalah, . . . , h. 133. 
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perbuatan tertentu, misalnya membangun rumah, 

menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat 

tertentu,memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan 

sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan 

disebut ajir atau tenaga kerja.
36

 Ijarah atas 

pekerjaan (uaph-mengupah), terdiri dari : 

a. Ijarah Khusus, yaitu ijarah yang dilakukan 

oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang 

bekerja tidak boleh bekerja selain dengan 

orang yang telah memberinya upah. Seperti 

pembantu rumah tangga. 

b. Ijarah Musytarik, yaitu ijarah dilakukan 

secara bersama-sama atau melalui kerja sama. 

Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan 

orang lain. Seperti tukang jahit, tukang celup, 

notaris, dan pengacara.
37
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 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, . . . , h. 333. 
37

 Rachmat Syafe‟I, Fiqih Muamalah, . . . , h. 133- 134. 
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E. Pembayaran upah dan sewa 

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban 

pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya 

pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain. Jika akad sudah 

berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran 

serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut 

Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur 

– angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. 

Menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad, sesungguhnya ia 

berhak dengan akad itu sendiri, jika mu’jir menyerahkan 

zat benda yang disewa kepada musta’jir, ia berhak 

menerima bayarannya, karena penyewa (musta’jir) sudah 

menerima kegunaannya. Hak menerima upah bagi 

musta’jir adalah sebagai berikut : 

1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada 

hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah saw, 

bersabda : 
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هُمَا قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ الِل صَلَّى الُل  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللُ عَن ْ
فُّ عَرَقوُُ  )رواه ا الَ  او عَلَيْوِ وَسَلَمَ : أُ عْطُ  رُ أَجْرهَُ قَ بْلَ أَنْ يََِّّ جِي ْ

 بن ما جو (
 “Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw. 

Telah bersabda: Berikanlah olehmu upah buruh itu 

sebelum keringatnya kering”. (Riwayat Ibnu Majah) 

2) Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika 

akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, 

manfaat barang yang di ijarahkan mengalir selama 

penyewaan berlangsung.
38

 

 

F. Pembatalan dan berakhirnya akad ijarah 

Dalam pembatalan akad ijarah, para ulama 

berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, bersifat 

mengikat kedua belah pihak atau tidak.  

1. ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarah 

itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan 

secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah 

                                                             
38

 Sohari Sahrani dan Ruf‟ah Abdullah, Fiqh Muamalah, . . . ,h. 172. 
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satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak 

wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam 

hukum. Adapun jumhur ulama mengatakan dalam 

hal ini mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat 

mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak 

boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat 

ini dapat diamati alam kasus apabila seorang 

meninggal dunia.  

2. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang 

meninggal dunia maka akad ijarah batal, karena 

manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, 

jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu 

boleh diwariskan, karena termasuk harta (al maal). 

Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang 

berakad tidak membatalkan akad ijarah.
39

 

Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa‟iu-

Shanaa‟iu, akad ijarah berakhir bila ada hal-hal 

sebagai berikut : 
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1. Objek ijarah hilang atau musnah seperti, 

rumah yang disewakan terbakar atau 

kendaraan yang disewa hilang. 

2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad 

ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan 

itu rumah, maka rumah itu dikembalikan 

kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa 

itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak 

menerima upahnnya. 

3. Wafatnya salah satu seorang yang berakad. 

4. Apabila ada udzur dari salah satu pihak, seperti 

rumah yang disewakan disita negara karena 

terkait adanya utang, maka akad ijarah nya 

batal. 

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, al-

ijarah akan menjadi batal dan berakhir bila ada 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan 

ketika ditangan penyewa. 
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2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti 

ambruknya rumah, dan runtuhnya 

bangunan gedung. 

3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti 

baju yang diupahkan untuk dijahit. 

4. Telah terpenuhinya manfaat yang 

diakadkan sesuai dengan masa yang telah 

ditentukan dan selesai pekerjaannya. 

5. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang 

berakad boleh membatalkan ijarah jika 

kejadian- kejadian yang luar biasa, seperti 

terbakarnya gedung, tercurinya barang-

barang dagangan dan kehabisan modal.
40
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